BAB 1

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, sebagai
salah. satu. aturan. pelarangan. terhadap. kegiatan transplantasi-transfusi.
tujuan komersil, masih mengalami banyak kendala dalam penerapannya.

Pertanggunjawaban pidana yang diatur dalam Undang Undang
Kesehatan. ini. dapat dilihat dalam pasal 80.ayat (3). Ancaman pidana. ini.
terasa janggal karena diberikan pada norma yang masih kabur/samar-
samar. Dikatakan kabur karena pengertian kemanusiaan dan komersil itu
sendiri. masih belum jelas, sehingga penyidik mengalami. kesulitan untuk
membuktikan ada tidaknya unsur komersil atau kemanusiaan dalam suatu
transplantasi organ tubuh manusia. Keadaan ini berdampak dalam
kehidupan di masyarakat. Tidak adanya kepastian hukum membuat
masyarakat bebas menafsirkan pengertian komersil, sebagian justru
memanfaatkan keadaan ini untuk menguntungkan diri sendiri dengan dalih
kemanusiaan.

Hal lain dari undang-undang ini, yang menyulitkan pihak berwajib
dalam memberikan pertanggunggungjawaban pidana terhadap pelaku
adalah ketidaklengkapan komponen. perangkat hukum.dari undang-undang
tersebut. Ketiadaan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang

Undang Kesehatan yang mengatur lebih rinci soal transplantasi organ
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tubuh. dan larangan terhadap komersialisasinya, membuat beberapa hal
tidak bisa dilaksanakan di lapangan.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaksanaan
transplantasi yang melibatkan anak-anak secara khusus tidak diatur dalam.
undang-undang ini, tapi kita diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun
2003 tentang Perlindungan Anak. Penggunaan Undang Undang tentang
Perlindungan Anak, selaras dengan asas hukum “lex specialis derogat legi
generali”, peraturan perundang-undangan yang lebih khusus yaitu Undang
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyisihkan
peraturan perundang-undangan yang lebih umum yaitu Undang Undang
No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam undang-undang ini
hanya menitikberatkan pada orang yang akan menjual organnya saja. Pihak
lain seperti dokter yang membantu mengangkat organ yang akan yang
diperjualbelikan dan pihak rumah sakit yang sering melakukan “permainan
harga”, serta beberapa upaya untuk mengeruk keuntungan dengan dalih
perawatan pasien, menjadi seperti “tak tersentuh” dalam undang-undang

B. Saran
Saran yang bisa diberikan sehubungan dengan pelaksanaan
transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah yang sering

*diselewengkan™ untuk tujuan komersil adalah:
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Meninjau kembali norma-norma dalam Undang Undang No. 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan, khususnya penjelasan undang-undang
mengenai unsur-unsur kemanusiaan dan komersial serta sanksi untuk
dokter yang terbukti membantu mengangkat organ yang akan
diperjualbelikan.

Membentuk Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari undang-undang
tersebut yang mengatur lebih rinci soal transplantasi organ tubuh dan
larangan terhadap komersialisasinya, agar beberapa hal yang belum bisa
dilaksanakan di lapangan karena ketiadaan PP ini, dapat segera diatasi.
Mencantumkan pernyataan ijin dan atau pernyataan tidak keberatan
dalam KTP/SIM apabila ada warga masyarakat yang ingin
menyumbangkan organ tubuhnya bila sudah  meninggal.
Dicantumkannya pernyataan tersebut dalam kartu identitas,
mengantisipasi bila sewaktu-waktu orang tersebut meninggal organnya
bisa langsung dipakai oleh orang yang memnderita penyakit dan
membutuhkan organ.

Pihak rumah sakit menerapkan pengawasan yang ketat terhadap orang
yang akan menjadi “donor”, diusahakan benar-benar yang masih
keluarga atau ada hubungan darah dengan pasien. Hal ini dilakukan
untuk mencegah jual beli organ diantara mereka, kalau pun tidak ada
hubungan darab/keluarga, donor tersebut harus diketahui dengan pasti

maksud/niatnya (harus benar-benar untuk tujuan kemanusiaan).
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Mengefektifkan kembali tugas. dari komite transfusi darah untuk
mengadakan pengawasan, khususnya apabila ada “permainan’ dalam
rumah sakit berkenaan dengan pelaksanaan transfusi darah. Komite ini
diharapkan juga mampu mengawasi tentang bagaimana darah itu

dimanfaatkan secara maksimal.
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